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 ABSTRAK 
Nama               : Siti Aisyah 
Nim                  : 10500113051 
Judul Skripsi   : Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan 
Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus Kejaksaan 
Negeri Enrekang 
 
Anak memiliki hak –haknya untuk dilindungi tak terkecuali ketika ank 
berhadapan dengan hukum, penanganan khusus telah ditetapkan oleh Undang-
Undang untuk anak yang berperkara dengan hukum. Adapun permasalahan yang 
diteliti dalam skripsi ini adalah 1). Sejauh mana implementasi diversi dalam 
menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak(studi 
kasus Kejaksaan Negeri Enrekang), 2). Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab 
terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (studi kasus 
Kejaksaan Negeri Enrekang). 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Enrekang, penelitian ini  
bersifat deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan data primer yaitu data 
yang diperoleh melalui proses wawancara bersama Kepala Seksi Intelijen 
Kejaksaan Negeri Enrekang dan data sekunder yang berasal dari dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini, penuli menggunakan teknik analisis 
kualitatif dengan  langsung turun ke lapangan dan melakukan wawancara kepada 
pihak instansi terkait mengenai sejauh mana Implementasi diversi dalam tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa 
adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana 
penganiayaan di Kabupaten Enrekang tidak jauh berbeda dari kondisi internal dan 
eksternal pada umumnya.Proses diversi pada kasus tindak pidana penganiayaan 
maupun tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak pada tingkat kejaksaan 
selalu diupayakan agar memenuhi kesepakatan damai antar pihak yang terkait, 
dan beberapa faktor yang menyebabkan proses diversi tidak berjalan dengan baik 
atau tidak memenuhi hasil kesepakatan damai di Kejaksaan Negeri Enrekang 
hanya karena kurangnya pengetahuan atau minimnya pengetahuan dari para pihak 
yang terkait tentang apa sebenarnya diversi itu. Lalu pada pengimplementasian 
diversi di tingkat Kejaksaan Negeri Enrekang dalam menangani kasus tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sudah efektif, hanya saja 
kurangnya komunikasi dan pengawasan dari pihak sosial dalam mendampingi dan 
mengawal proses diversi yang dilakukan. 
Implikasi penelitian yaitu, Jaksa selaku penuntut umum yang menjadi 
fasilitator dalam proses diversi di tingkat kejaksaan untuk berusaha meminimalisir 
faktor-faktor ketidakberhasilan diversi danl ebih optimal dalam melakukan 
diversi. Kejaksaan maupun instansi lain yang juga melakukan diversi untuk 
membangun komunikasi dan relasi yang baik dengan lembaga sosial khusus anak 
demi diversi yang berjalan secara optimal. Keluarga sebagai tempat anak-anak 
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mendapatkan pendidikan awal agar lebih memperhatikan dan mengawasi segala 
hal yang dapat menjerumuskan anak melakukan tindak pidana penganiayaan yang 
dilakukan terhadap sesamanya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan suatu titipan 
kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga 
dan di lindungi oleh orang tuanya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri 
dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan 
pilihan hidupnya kelak. Anak adalah muda-mudi/remaja yang masih dianggap 
anakanak, yang masih memerlukan bimbingan  dari orang tua/keluarga serta 
masih harus belajar banyak baik melalui  pendidikan orang tua maupun menimba 
pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.1  
Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari 
generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu 
bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan 
suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional 
untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak 
sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak 
yang dimilikinya.2  
                                                          
1 Sri Widowati, Anak dan Wanita Dalam Hukum. Pradya Paramita, Jakarta, 1984, hal.21.   
2 Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum 
di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, hlm.24.  
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Kenakalan anak setiap tahun terus meningkat, setiap hari selalu saja ada 
pemberitaan yang memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan anak. 
Bahkan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak 
dirasakan telah meresahkan masyarakat dan ini menjadi perhatian bahwa perilaku 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak berbanding lurus dengan usia 
pelakunya. 
Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu 
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar 
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan 
dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.3 
Apabila anak tersebut telah melakukan tindak pidana, secara otomatis sistem 
peradilan formal yang ada akan menempatkan anak dalam status narapidana 
tentunya akan memberikan konsekuensi yang cukup besar dalam hal ini tumbuh 
kembang anak itu sendiri terlebih terhadap psikologisnya. Dilihat dari aspek 
psikologis, sebagaimana diungkapkan para ahli pada umumnya telah 
membedakan tahap perkembangan antara anak dan remaja/pemuda secara global 
masa remaja/pemuda berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. E.J. Monks 
dan kawan-kawan mengungkapkan dalam buku-buku angelsaksis, istilah pemuda 
(youth), yaitu suatu masa peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. 
Dipisahkan pula antara adolesensi usia antara 12 sampai 18 tahun, dan masa 
                                                          
3 Mohammad Taufiq Makarao, Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga, (Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta,2013), hal. 88. 
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pemuda usia antara 19 sampai 24 tahun. Sedangkan Zakiah Darajat, membagi 
anak, remaja, dewasa, dan usia tua. Kanak-kanak pada umumnya disepakati 
mulai lahir, bahkan dari janin dalam kandungan sampai usia 12 tahun4. Adapun 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 
1 ayat (1) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya 
batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas. 
Adapun proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara 
ternyata tidak berhasil memberikan anak efek jera dan tidak menjadikan anak 
pribadi yang lebih baik guna dalam menunjang proses tumbuh kembangnya. 
Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal 
sistem peradilan pidana, maka timbullah pemikiran manusia dan para ahli hukum 
dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) 
seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, negara harus 
memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku 
tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai 
pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan 
penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu 
negara. Perlindungan terhadap anak sebenarnya sudah diatur dalam pasal 59 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang 
merupakan perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang 
                                                          
4Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 
Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), hal. 18. 
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berhadapan dengan hukum, yang pada akhirnya kemudian mengalami perubahan  
menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20145. 
Dalam Convention on The Rights of The Child 1989, memuat sejumlah 
ketentuan yang sangat tegas berkaitan dengan penangkapan, yaitu: tak seorang 
anakpun boleh dicabut kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. 
Penangkapan, penahanan, penahanan, atau pemenjaraan anak atau orang muda 
harus sesuai dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir 
dan untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya terhadap anak yang dicabut 
kebebasannya harus memperoleh hak akses cepat terhadap bantuan hukum dan 
bantuan-bantuan tepat lainnya, serta hak untuk melawan keabsahan pencabutan 
kebebasannya (pasal 37).6 
Pemberian perlindungan terhadap anak bukan hanya diberikan kepada anak 
yang menjadi korban tetapi diberikan juga kepada anak sebagai pelaku tindak 
pidana, sehingga dalam memberikan putusan seharusnya juga 
mempertimbangkan masa depan si anak. Bagaimanapun anak merupakan 
kualitas sumber daya manusia sebagai faktor terpenting dalam pembangunan 
bangsa untuk sekarang dan masa akan datang. 
Dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak disebutkan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
                                                          
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 
mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
6 H.R Abdussalam,  Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan  Anak, (Jakarta: PTIK Jakarta 
2016), hal. 67. 
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dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan 
hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta 
memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati 
dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna 
bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam 
pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak diposisikan 
sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dari 
masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus 
kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang 
No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan pada tanggal 30 juli 
2012 dan mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 
diundangkan.7 Dengan adanya perubahan fundamental dalam Undang-Undang 
tersebut maka digunakan pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. 
Dalam peraturan ini diatur kewajiban para penegak hukum dalam 
mengupayakan diversi  (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh 
tahapan proses hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 yang memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik 
                                                          
7 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 
2016), h. 7 dan 8. 
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berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara 
menyerahkan anak yang bermasalah dengan hukum kepada orang tua, wali, atau 
orang tua asuhnya. 
Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana 
yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan 
merupakan pengulangan tindak pidana. Contoh kasus anak yang melalui diversi 
yaitu di Kejaksaan Negeri Enrekang. Andri (15) yang pada saat itu sedang 
menonton musik eleckton di acara pernikahan tiba-tiba merasa tersinggung 
dengan korban yang lewat didepannya sambil melihat-lihat terus ke arahnya, 
merasa tersinggung dengan itu akhirnya tersangka memanggil korban ke tempat 
sepi lalu korban dipukuli secara berulang kali pada bagian kepala namun korban 
berhasil melepaskan diri dari amukan tersangka dan melapor ke kantor polisi 
terdekat. Penyelesaian kasus tersebut berdasarkan Undang-undang tenteang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menerapkan restorative justice dan upaya 
penyelesaian diluar persidangan dengan kesepakatan antara pihak terkait dalam 
hal ini diversi.  
Berdasarkan  uraian  diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “Implementasi Diversi 
dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (studi 
kasus  Kejaksaan Negeri Enrekang).” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini: 
1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak. 
2. Sejauh mana implementasi diversi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak. 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Adapun fokus dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Anak sebagai penerus cita-cita bangsa yang memiliki perlindungan khusus oleh 
negara harus dilindungi segala haknya tidak terkecuali anak yang berhadapan 
dengan masalah hukum 
2. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 
sudah disusun secara matang dan terperinci. 
3. Dalam peradilan pidana anak restroatif justice adalah penyelesaian hukum bagi 
anak yang bermasalah dengan hukum dengan melibatkan penegak hukum, 
pelaku, korban, dan orang tua masing-masing baik dari pelaku maupun korban. 
4. Diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari jalur 
hukum ke jalur nonhukum. 
5. Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan melanggar hukum. 
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D. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari pokok permasalahan diatas,yaitu: 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 
sehingga anak dibawah umur di kabupaten Enrekang melakukan tindak 
pidana penganiayaan. 
b. Untuk mengetahui sejauh mana Kejaksaan Negeri Enrekang dalam 
mengimplementasikan diversi. 
2. Kegunaan yang ingin didapat dari penelitian ini,yaitu: 
a. Kegunaan praktis: 
1) Bagi Mahasiswa khususnya Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulisan skripsi ini 
diharapkan dapat menjadi bahan refrensi yang berguna untuk 
mengetahui tentang faktor-faktor apa yang melatar belakangi 
sehingga anak dapat melakukan tindak pidana penganiayaan. 
2) Dapat menjadi pengetahuan lebih tentang sejauh mana 
pengimplementasian dan seperti apa wujud nyata diversi di 
Kejaksaan Negeri Enrekang. 
b. Kegunaan teoritis: 
1) Diharapkan menjadi tolak ukur bagi kita semua seperti apa para 
penegak hukum dalam menangani kasus pidana anak seperti yang 
dapat terselesaikan melalui proses diversi. 
9 
 
2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan 
khususnya di bidang hukum pidana. 
E. Kajian pustaka 
Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini 
yaitu mengenai Implementasi diversi dalam tindak penganiyaan yang dilakukan 
oleh anak, adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan judul 
skripsi ini yang mengenai diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Efektifitas penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di 
pengadilan Negeri Sungguminasa. Fakultas syariah dan hukum. Ilmu hukum. 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar. 2014 
2. Mayasasi. Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (studi 
kasus Kejaksaan Negeri Sleman). Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ilmu 
Hukum. Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015. 
3. Muhammad fahmi Zaimir. Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi 
Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilayah Kota Makassar. Fakultas 
Hukum, Hukum Pidana. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014. 
4. Sri Rahayu. Dalam Jurnalnya Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian 
Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Konsep Diversi 
1. Pengertian Diversi 
 Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan 
suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar 
pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar 
pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.1 Artinya  tidak semua 
masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, 
dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi 
kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi 
korban.  
Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan 
kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan 
anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk 
menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan 
peradilan anak.2  
                                                          
1 Marlina, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158.  
2 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 59.  
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Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran 
autentik pada Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari 
proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terhadap apa yang 
dimaksud dangan diversi tersebut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak 
memberikan penjelasan lebih lanjut.3 
Akan tetapi, dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana anak 
dikemukakan bahwa diversi adalah suatu  pengalihan penyelesaian kasus-kasus 
anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke 
penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana 
dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing 
kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. 
Berdasarkan pada United Nations Standard minimum Rules for the 
Administration of Juveniles justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud 
dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum 
untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau 
menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tindak mengambil jalan formal 
antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses 
peradilan pidana atau mengambikan atau menyerahkan kepada maasyarakat dan 
bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat 
                                                          
3 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 47. 
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dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk 
mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. 
2. Tujuan Diversi 
Dalam penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan 
bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi. 
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses 
peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social 
secara wajar. 
Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam pasal 6 Undang-
Undang No. Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:4 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 
Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap 
aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam 
                                                          
4 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 48. 
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melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana 
dimaksud oleh pasal 6.  
Jika salah satu aparatur dari penegak hukum dalam melaksanakan tugas 
diversi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparatur penegak 
yang lain, maka sistem peradilan anak tidak akan berhasil sebagaimana 
dikehendaki oleh Undang-Undang no. 11 Tahun 2012. 
3. Perkara Yang Diupayakan Diversi 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa 
pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 
Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. 
Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan frasa “perkara anak” dalam pasal 
7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana 
yang diduga dilakukan anak. 
Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan 
adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini. 
Pedoman pelaksanaan KUHAP menegmukakan bahwa penyelidikan 
sebagai subfungsi penyidikan atau cara pelaksaaan penyidikan, maka 
penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu 
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peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. 
Dengan demikian, pengunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan 
terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas. 
Penyelidikan menurut fungsi teknis reserse adalah salah satu kegiatan 
penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum 
menyentuh bidang KUHAP.5 
Dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut 
Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP di atas, dapat 
diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat 
diupayakan diversi, karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan 
yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak 
pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak 
pidana tersebut. 
Pada perumusan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 saja, 
maka kesimpulannya adalah diversi memang hanya terbatas dapt diupayakan 
sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri saja, karena 
adanya frasa “pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri” dalam Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. 
Dengan demikian, diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di 
Pengadilan Tinggi, apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke 
                                                          
5 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 49. 
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Pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 6 
KUHAP). 
Akan tetapi, jika diingat bahwa tujuan dari diversi adalah seperti yang 
disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan pemeriksaan 
di Pengadilan Tinggi sifatnya adalah devolutif, artinya seluruh pemeriksaan 
perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, 
maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversi dapat pula diupayakan pada 
tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. 
Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan pasal 
7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa 
perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak 
yang tindak pidananya:6 
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun, dan Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan 
bahwa ketentuan “pidana penjara di baawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada 
hukum pidana; 
b. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana. 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan 
                                                          
6 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 50. 
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tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak 
sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. 
Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah 
perkara anak yang tidak pidananya dilakukan: 
a. Diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, atau 
b. Merupakan pengulangan tindak pidana. 
Pengertian “tidak wajib diupayakan diversi” tersebut pengertiannya adalah 
tidak bersifat imperative atau fakultatif. Artinya perkara anak yang tindak 
pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan 
pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi. 
M. Nasir Djamil7 mengungkapkan bahwa anak yang melakukan tindak 
pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak 
pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan 
tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana 
yang diselesaikan melalui diversi. 
Pengulamgan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi 
tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk 
tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya 
diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.8 
                                                          
7 M. Nasir Djamil, mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan anak Komisi III DPR RI 
8 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 51. 
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4. Musyawarah 
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan, bahwa 
proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan 
orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing 
kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan 
keadilan restoratif. 
Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai 
keputusan atas penyelesaian masalah9. 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat dalam 
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah proses diversi 
dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan 
mengenai diversi yang akan diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara anak. 
Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, di samping 
ditentukan bahwa musyawarah dilakukan berdasarkan keadilan restoratife, 
dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 juga ditentukan bahwa proses 
diversi wajib memperhatikan:10 
a. Kepentingan korban; 
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 
c. Penghindaran stigma negatif; 
                                                          
9 Muhadjir Efendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima: 
2016) 
10 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 52. 
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d. Penghindaran pembalasan; 
e. Keharmonisan masyarakat; 
f. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum. 
Dalam hal ini yang dilakukan bahwa butir a terdapat adanya kata sambung 
“dan “ (kumulatif), sedang pada butir b terdapat adanya kata sambung 
“dan/atau” (kumulatif-alternatif). 
Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyebutkan 
bahwayang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain adalah tokoh agama, 
guru, dan tokoh masyarakat. 
Dalam melakukan diversi, oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus 
mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: 
a. Kategori tindak pidana. 
Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.11 Tahun 
2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin 
rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak 
dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, 
misalnya pembunuhan, pemerkosaaan, pengedar narkotika, dan terorisme 
yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. 
b. Umur anak. 
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Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 
disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk 
menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak 
semakin tinggi prioritas diversi. 
c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. 
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakatan. 
Pertimbangan tersebut harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, 
dan hakim dalam melakukan diversi. Di samping itu, menurut penulis, harus 
diperhatikan pula oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, 
dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 
bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau 
keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: 
a. Tindak pidana berupa pelanggaran. 
b. Tindak pidana ringan. 
Dalam Pasal 9 ayat (2) huurf b UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan yang 
dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara atau pidna kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam 
hal ini yang dimaksud dengan “pidana penjara atau pidana kurungan” dalam 
ketentuan ini hanya semata-mata “pidana penjara atau pidana kurungan” saja, 
sehingga tidak sampai meliputi misalnya “pidana penjara atau pidana 
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kurungan” dan/atau “pidana penjara atau pidana kurungan” dan/atau “pidana 
denda” berapapun jumlahnya. 
c. Tindak pidana tanpa korban. 
d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 
setempat. 
Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 
tersebut, disebutkan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan 
“persetujuan” korban dan/atau keluarga anak korban serta “ketersediaan” anak 
dan keluarganya. 
Selanjutnya meskipun dalam melakukan diversi terhadap anak seperti yang 
disebutkan dalam Pasal ( ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak 
harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta 
kesediaan anak dan keluarga. Akan tetapi, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 menentukan bahwa terhadap perkara anak tersebut, penyidik 
bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta 
dengan melibatkan tokoh masyarakat dapat melakukan kesepakatan diversi. 
Diversi terhadap perkara anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat 
(2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut, menurut Pasal 10 ayat (2) 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi 
pebimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:11 
                                                          
11 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 53. 
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a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 
b. Rehabilitasi meddis dan psikososial; 
c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; atau 
d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau 
LPKS (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012) paling lama 
3 (tiga) bulan; 
e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. 
5.  Kesepakatan Diversi 
Dalam Pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil 
kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:12 
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi 
b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; 
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
d. Pelayanan masyarakat. 
Dengan adanya frasa  “antara lain” dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain 
daripada hasil kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. 
                                                          
12 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 54. 
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Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ditentukan 
bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan 
diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. 
Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat 
kemudian oleh Pasal 12 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan oleh atasan 
langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan 
disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak 
kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. 
Dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “atsan 
langsung” dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah 
antara lain Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan. 
Sebagai akibatnya, yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab di 
setiap tingkat pemeriksaan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 adalah:13 
a. Pada tingkat penyidikan: pejabat polisi negara RI yang ditunjuk sebagai 
penyidik oleh Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan; 
b. Pada tingkat penuntutan; Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum oleh 
Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan; 
                                                          
13 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 55. 
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c. Pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan; Hakim yang ditunjuk oleh 
Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang 
bersangkutan. 
Sebagai akibat lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan “penetapan” 
dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah penetapan 
Ketua Pengadilan. 
Menurut Pasal  12 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012, Ketua 
Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari 
terhitung sejak dicapainya kesepakatan diversi, yang selanjutnya menurut Pasal 
12 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 penetapan tersebut dalam 
waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan, disampaikan kepada 
pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, dan hakim. 
Setelah menerima penetapan tersebut, menurut Pasal 12 ayat (4) Undang-
Undang No, 11 Tahun 2012,  penyidik menerbitkan penetapan penghentian 
penuntutan. 
Rupanya pembentuk Undang-Undang berpendapat dengan adanya 
Penetapan Ketua Pengadilan tersebut sudagh cukup dipakai sebagai dasar oleh 
hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara anak di depan sidang 
Pengadilan.14 
                                                          
14 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 56. 
24 
 
Oleh karena itu, Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ditentukan 
bahwa proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal: 
a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan 
Maksud dari “proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan” adalah proses 
diversi yang sedang dilakukan tidak sampai dapat menghasilkan kesepakatan 
seperti yang dimaksud oleh Pasal 11 Undang-Undang No. 11 tahun 2012. 
Sebagai akibat jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap 
dilanjutkan. 
Sebagai bukti pertanggung jawaban, menurut penulis selanjutnya para pihak 
yang terlibat untuk memperoleh kesepakatan diversi, membuat pernyataan 
bersama yang isinya tidak memperoleh kesepakatan dan tidak ditandatangani 
bersama sebagai bahan pertimbangan nantinya jika seandainya benar-benar 
proses diversi peradilan pidana anak ternyata kemudian dilanjutkan. 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan “proses diversi peradilan pidana anak 
dilanjutkan” adalah perkara anak yang bersangkutan untuk dilakukan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk 
mendapatkan putusan. 
b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. 
Maksud dari “kesepakatan diversi tidak dilaksana” adalah dalam perkara 
anak tersebut sudah diperoleh kesepakatan diversi seperti yang disebutkan 
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dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tetapi kemudian ternyata 
tidak dilaksanakan. 
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa 
selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi 
dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan 
dan pengawasan. 
Jika sampai kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang 
ditentukan, maka Pasal 14 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa 
pembimbing kemasyarakatan segera membuat laporan kepada penyidik, 
penuntut umum, dan hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. 
Sebagai tindak lanjut adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim akan 
mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian 
penyidikan, penetapan penghentian penuntutan. Dan penetapan penghentian 
pemeriksaan yang telah dikeluarkan, yang selanjutnya proses peradilan pidana 
anak diteruskan. 
6. Pengawasan 
 Jika pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperolah 
kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 
dibebankan kepada Ketua Pengadilan, maka pengawasan atas proses diversi dan 
pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertansggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Penjelasan Pasal 14 ayat 
(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud 
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dengan “atasan langsung” antara lain Kepala kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan 
Ketua Pengadilan.15 
B. Anak 
1. Pengertian Anak 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 
penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam 
kandungan.16 
Namun, di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan 
pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya 
sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. 
Menurut Undang-Undang, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 
1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan “Anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” 
Adapun dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
menyebutkan “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.”17 
                                                          
15 R. Wiyono, Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika 2016), 
hal. 57. 
16Abdussalam, adri desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK,2016), hal. 5. 
17 Abintoro prakoso, Pembaruan Sistem Peradillan Pidana Anak (Yogyakarta: Aswaja 
Presindo,2016), hal. 1 
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Namun dalam Undang-Undang  No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak, Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, 
maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Anak yang diatur dalam 
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses 
penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. 
Menurut konvensi Tentang Hak-Hak Anak, Pasal 1 konvensi tentang Hak-
Hak Anak menentukan “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti 
setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut 
undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” 
Adapun pengertian anak menurut pandangan social, Haditono berpendapat 
bahwa anak merupakan mahkluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih 
sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian 
dari keluarga dan keluarga member kesempatan bagi anak untuk belajar 
tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam 
kehidupan bersama. Dari beberapa termilogi tersebut pada prinsipnya, anak 
adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung 
jawab, masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua 
dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai 
kedewasaannya.18 
 
                                                          
18 Siska lis sulistiani, Kedudukan Hukum Anak, (bandung:  Refika Aditama,2015), hal. 15-16 
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2. Anak Dalam Aspek agama 
Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini 
adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia yang 
keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui 
proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam 
pandangan Agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi 
seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut 
tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia sperti dapat bertanggung jawab 
dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa 
mendatang. Dalam pengertian islam anak adalah titipan Allah SWT kepada 
kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan 
memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila’lamin dan sebagai pewaris ajaran 
Agama Islam penegrtian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang 
dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan 
yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. 
Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap 
orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta 
kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa 
kini dan diharapkan  dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.  
3. Hak-Hak Anak 
Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan bangsa-
Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam 
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Mukadimah Dekalrasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban 
memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) 
asas tentang hak-hak anak, yaitu:19 
a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang 
terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus 
dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, 
kaya misin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun 
pada keluarganya. 
b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh 
kesempatan yang dijamin oleh hukum dan saran lain, agar menjadikannya 
mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual 
dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan 
kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ked dalam hukum, 
kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama. 
c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. 
d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh 
kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah 
kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan 
ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan 
pelayanan kesehatan. 
                                                          
19 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia, (cet; 4, Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 54-56. 
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e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat 
keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan 
khusus. 
f. Acara kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia 
memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus 
dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan 
bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang 
penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima 
tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah 
yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada 
anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. 
Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan 
pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. 
g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-Cuma sekurang-
kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan 
yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang 
memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan 
kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral 
dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang 
berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang 
bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang 
bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang 
tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk 
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bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, 
masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan 
pelaksanaan hak  ini. 
h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima 
perlindungan dan pertolongan. 
i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, 
penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak 
boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam 
pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun 
yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya. 
j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk 
diskriminasi sosial, agama mauapun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. 
Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi 
dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta 
dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan 
kepada sesame manusia. 
C. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak 
1. Tindak Pidana Anak 
Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda (WWS) yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit ini 
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa indonesia. Tetapi 
tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaar fei itu, 
para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. 
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Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa istilah 
yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun 
dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar feit ini adalah 
sebagai berikut:20 
a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan mengunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah ini seperti Wirdjono Prodjodikoro. 
b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Tresna 
dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H. J. Van Schravendijik dalam 
bukunya tentang pelajaran hukum pidana. Zainal Abiding, dalam bukunya 
beliau Hukum Pidana. 
c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin Delictum juga digunakan 
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaar feit. 
 Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan 
perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga 
ketepatannya. Tindak menunjukkan pada kelakuan manusia dalam arti positif 
(handelen) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau 
negatif (nalaten). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu 
adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.21 
                                                          
20 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Stensel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hal. 68 
21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Stensel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hal. 70. 
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Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “tindak pidana anak”, 
yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “Tindak Pidana”. Istilah 
tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seorang anak yang 
masih dibawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan 
gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing 
mempunyai pengertian tersendiri. 
Seperti yang sudah dijelaskan di atas istilah tindak pidana itu sendiri 
merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “strafbaar feit” atau “Delict”/ 
atau “Crime” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literatur dan 
perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh 
para sarjana untuk menerjemahkan Strafbaar feit, seperti: perbuatan pidana, 
peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, 
perbuatan yang boleh duhukum, dan lain-lain. 
Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian 
perbuatan yang diletakkan sanksi pidana.22 
Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan 
didasarkan kepada motif yang jahat (evil will/evil mind), maka anak yang 
melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli 
kemasyarakat lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” 
atau dengan istilah “Juvenale Delinquency”. Dengan istilah  tersebut 
                                                          
3 Rahman Syamsuddin ,Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, (Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), 
hal. 193. 
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terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat 
(kriminal). 
Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar 
kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sakit pada orang lain itu 
merupakan suatu penganiayaan23. Dan hal tersebut tidak memandang 
pelakunya baik anak-anak maupun orang dewasa.  
Secara etimologis, ada dikenal istilah Juvenile Delinquency yang berasal 
dari bahasa latin Juvenils yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik 
pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan delinquera yang 
berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, 
asocial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak 
dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian, 
Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan 
anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-
anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, 
sehungga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. 
Sehingga dapat disimpulkan  bahwa tindak pidana anak-anak merupakan 
bagian dari kenakalan anakanak/remaja.24 
                                                          
23 P.A.F.Lamintang,Theo Lamintang, Delik khusus (kejatahatan terhadap nyawa,tubuh & kesehatan 
(Jakarta: sinar grafika, 2010), hal. 133-134. 
24 Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal.8.  
35 
 
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak, menyebutkan:25 
“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 
menjadi saksi tindak pidana.” 
Namun sebelumnya, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak, memakai istilah anak nakal yaitu: 
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 
menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum 
lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.26 
Anak yang belum berusia 14 tahun (empat belas tahun) hanya dapat dikenai 
tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada 
waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar 
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.27 
2. Tindak Pidana Penganiayaan 
 Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang 
semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan 
                                                          
25 H.R Abdussalam, Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK Jakarta. 2016), hal. 
167. 
26 Nanang Sambas, Peradilan pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak 
serta Penerapannya (cet; 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 9-15. 
27 Muh Taufik Makaro, Weni Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (Rineka Cipta, 2013), hal.88. 
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berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa merupakan suatu 
tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti 
bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu 
sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Yang 
menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah 
penganiayaan. 
Dalam Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan sebagai berikut:28 
a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
b) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun. 
c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun. 
d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan 
e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
Selanjutnya dalam Pasal 353 KUHP, menyebutkan:29 
a) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun. 
b) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
                                                          
28 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP: Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 137. 
29 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP: Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 138. 
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c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
Dalam Pasal 354, menyebutkan:30 
a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan 
penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 
b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 
Dan dalam Pasal 355, menyebutkan:31 
a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam 
dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun. 
b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
 
                                                          
30 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP: Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 138. 
31 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP: Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 138. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan lokasi Penelitian 
1. JenisPenelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan pengamatan, 
observasi secara langsung terhadap implementasi diversi dalam tindak pidana 
penganiayaan oleh anak di Kejaksaan Negeri Enrekang. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Enrekang, 
alasan penulis melakukan penelitian disana dikarenakan bahwa proses diversi 
tidak hanya dilakukan di tingkat Penyidik melainkan juga di tingkat 
Kejaksaan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis-
empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan 
data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penerapan diversi di 
Kejaksaan Negeri Enrekang. 
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C. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukandengan 2 (Dua) carayakni: 
1. Metode penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang 
dilakukan guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
2. Metode penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang dilakukan 
melalui: 
a) Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secaral 
angsung1. Yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak 
yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas 
b) Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-
dokumen atau arsip-arsip yang diberikan oleh pihak terkait yaitu 
Kejaksaan Negeri Enrekang. 
D. Sumber Data Penelitian 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
1. Data Primer, atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi 
pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung 
dari pihak Kejaksaan Negeri Enrekang berupa data perkara anak dan 
wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti Penuntut Umum Anak yang 
berperan sebagai aparat penegak hukum yang mengupayakan diversi di 
tingkat penuntutan disebut sebagai fasilitator . 
                                                          
1HusainiUsmandkk, MetodePenelitianSosial (Cet: 5, Jakarta: PT BumiAksara, 2004). h.58 
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2. Data sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku 
, skripsi, jurnal, dan Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini. 
E. MetodeAnalisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 
sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. 
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang sudah 
terkumpul kemudian disusun apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis 
kemudian dianalisis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan 
Oleh Anak di Kejaksaan Negeri Enrekang 
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan 
Oleh Anak di Kabupaten Enrekang 
 
Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan 
karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak 
adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak 
suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai 
sesuatu ataupun melakukan sesuatu.1 
Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh 
seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa 
perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan 
sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur 
niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian 
diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan 
pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak 
yang melakukan perbuatan pidana. 
                                                          
1 Soedjono Dirjosiworo. Sosio Kromonologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan. 
(Bandung: Sinar Baru 1984), hal. 70 
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Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa 
faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu : 
1. Faktor Internal 
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu 
sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang 
berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu : 
a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan. 
b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual. 
c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja 
dan lemah mentalnya. 
d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya 
menjadi kesukaan untuk meniru-niru. 
e. Kecenderungan pembawaan yang patologis. 
f. Konflik bati sendiri dan kemudia mempergunakan mekanisme pelarian 
diri yang irasional.2 
2. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal adalah faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini 
terdiri beberapa hal yaitu : 
a. Faktor Lingkungan Keluarga 
Arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak, 
keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari keluarga pulalah anak pertama-
                                                          
2 Kartini Kartono. Psikologi Anak, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 149 
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tama akan menerima pendidikan, karena keluarga mempunyai peranan 
penting dalam keluarga.3  
Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai 
makhluk sosial yang memiliki norma-norma yang akan dibawanya untuk 
memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan dimasyarakat. 
Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak 
untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik 
maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkah 
lakunya dalam pergaulan, baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi 
hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam 
pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula. Jadi bukan merupakan 
suatu mustahil apabila kemungkinan banyak dijumpai anak yang melakukan 
perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat. 
Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam 
keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan 
karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi ketika kondisi keluarga 
tidak normal. 
Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami 
perpecahan atau sering disebut dengan istilah broken home. Perpecahan 
sering mengakibatkan anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian 
dari ibu atau bapak atau dari keduanya. Sudarsono mengatakan bahwa 
                                                          
3 Bimo Walgito. Kenakalan Anak, (Yogyakarta, 1982), hal. 9 
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“kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota 
keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan sehingga keduanya tidak 
sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak”4. 
Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering 
dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama 
dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang 
mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga 
tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja 
bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk 
pelampiasan karena merasa diabaikan. 
Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak 
untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada 
keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa 
memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi 
dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan 
kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi 
anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya 
sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar (seperti 
mencuri, memeras, merampas dan sebagainya). 
b. Faktor Lingkungan Sekolah 
Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai 
peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya 
                                                          
4 Bimo Walgito. Kenakalan Anak, (Yogyakarta, 1982), hal. 126 
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dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan 
kreatifitas pengetahuan dan keterampilannya.5 
Masalah pendidikan di sekolah bisa menjadi motivasi dari luar yang 
bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan menyimpang, mulai 
dari sarana dan prasarana yang tidak memadai, kualitas dan kuantitas tenaga 
guru yang tidak memadai, kurikulum sekolah yang tidak pernah ditinjau 
ulang, dan lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan. Karena melihat 
bahwa watak setiap anak yang berbeda perlu adanya perhatian yang lebih 
dari pihak sekolah sendiri dalam memahami karakter setiap anak. 
c. Faktor Lingkungan Pergaulan 
Sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-
teman bergaul, tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan 
yang tidak baik pula, efek yang tidak baik akan mendorong anak yang tidak 
mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada 
hal-hal yang negatif. 
Pengaruh pergaulan dengan lingkungan tempat tinggal seperti yang 
dikemukakan oleh A. Qirom Syamsuddin Meliala, bahwa sudah merupakan 
naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul. Tapi 
pergaulan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang 
                                                          
5 Bambang Mulyono. Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1995), hal. 29 
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tidak baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik 
dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.6 
d. Faktor Media Massa 
Semakin canggih dan banyaknya alat untuk mengakses ilmu 
pengetahuan semakin banyak pula hal negatif yang harus diwaspadai, 
karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi 
juga negatif. Disinilah peran orang tua dan masyarakat untuk bisa 
memberikan pengertian lebih baik bagi anak terhadap acara-acara televisi, 
film-film yang ditonton, buku-buku bacaan dan hal-hal lain untuk 
menyikapi pengaruh negatif dari media massa. 
Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
Sinrang7 yang sudah memiliki pengalaman menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri 
Enrekang sejak 2016, “adapun faktor yang mempengaruhi anak melakukan 
tindak pidana terlepas dari tindak penganiayaan maupun tindak pidana lainnya 
di Kabupaten Enrekang yaitu:”: 
 
a). Keluarga, keluarga yang kurang harmonis dan tidak memperdulikan 
pertumbuhan anak serta pergaulan anak dapat membuat anak tumbuh menjadi 
kurang perhatian sehingga anak akan mencari perhatian dengan cara yang 
tidak benar seperti melakukan tindak pidana. 
b). Ekonomi, orang tua yang tidak mampu memenuhi keinginan anak secara 
materi akan menyebabkan anak mencoba mencari cara agar keinginannya 
                                                          
6 A. Qirom Syamsuddin Meliala. Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum. (Yogyakarta: 
liberty, 1985). Hal. 32 
7 Wawancara dengan Sinrang, S.H.,M.H dilakukan pada tanggal 14 November 2017, Pukul 13:20 wita, 
Di kejaksaan Negeri Enrekang,  Jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan negeri Enrekang. 
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dapat terpenuhi, tidak memperdulikan cara itu benar atau salah yang penting 
apa yang dia inginkan dapat terpenuhi. 
c). Lingkungan, lingkungan atau pergaulan adalah tempat paling mudah untuk 
anak berkembang menjadi pribadi yang mudah terpengaruh, selalu ingin 
mencoba hal-hal baru. 
d). Setia kawan, faktor yang satu ini memang dianggap sepele, tapi beberapa 
kasus anak di Enrekang faktor ini yang menjadikan anak ikut melakukan 
suatu tindak pidana. Karena rasa setia kawan yang tinggi atau rasa solidaritas 
terhadap sesama memicu anak ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana 
tanpa memperdulikan resiko-resiko apa yang akan diterimanya. 
Setelah  mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana 
terlepas dari tindak pidana penganiayaan maupun lainnya, adapun dari data yang 
penulis dapat saat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Enrekang berikut 
tabel banyaknya kasus yang masuk di Kejaksaan Negeri Enrekang sepanjang 
tahun 2016-2017. 
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Tabel I 
     Data Jumlah Kasus Anak Yang Masuk di Kejaksaan Negeri Enrekang 
No.  Data Kejaksaan Negeri 
Enrekang 
    Tahun 2016     Tahun 2017 
 1. Perkara Anak Yang Tidak 
Memenuhi Syarat Dilakukan 
Diversi 
1             3 
 2. Perkara Yang Memenuhi Syarat 
Dilakukan Diversi 
            4             5 
 3. Berhasil Diversi             2             - 
 4. Tidak Berhasil Diversi             2             5 
                      Jumlah              5             8 
Sumber data: Kejaksaan Negeri Enrekang. 
Berdasarkan tabel di atas di Kabupaten Enrekang sendiri untuk kasus anak 
yang masuk di Kejaksaan sepanjang tahun 2016-2017 tidaklah banyak, namun 
pada tahun 2017 belum terjadi sama sekali proses diversi yang berhasil damai, 
dari tabel diatas yang dimana sebanyak 5 perkara yang memenuhi persyaratan 
untuk dilakukan diversi tetapi tidak ada yang berhasil, dan ini dikarenakan antara 
para pihak yang terkait tidak menemukan kesepakatan yang dimana dirasakan 
oleh salah satu pihak hanya menguntungkan pihak pelaku bukan korban. Namun, 
Terlepas dari itu yang perlu digaris bawahi adalah untuk Kabupaten Enrekang 
sendiri tidak banyak anak yang berkasus melihat tabel sepanjang 2016-2017 
dalam rentan waktu setahun total hanya 13 perkara yang sampai pada tahap 
penuntutan. 
Beliau juga menambahkan “pengalaman saya selama menjadi jaksa di 
Kabupaten Enrekang dengan menangani beberapa kasus anak bahwa untuk 
Kabupaten Enrekang sendiri yang bukan merupakan kota besar, hanya keempat 
faktor penyebab anak melakukan tindak pidana tersebut yang cenderung muncul 
dalam kasus anak, hal itu juga tidak terlepas bahwa di Kabupaten Enrekang rasa 
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kekeluargaan masih sangat terjaga, ditambah lagi kultural sikap sopan santun 
masyarakatnya dan anak-anaknya yang saling menghormati satu sama lain. Dan 
juga kehidupan anak-anak di Kabupaten Enrekang berbeda dengan anak-anak 
yang di kota besar, mereka lebih cenderung bisa membagi waktu dengan orang 
tuanya seperti membantu bertani dan pergi bermain bersama teman-temannya, 
yang diaman disisi lain mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua 
dan disisi lain mereka tidak kehilangan masa anak-anaknya untuk bermain”. 
Maka dari itu Sinrang8 sendiri mengharapkan untuk terus dilakukan 
sosialisasi dan pemahaman hukum untuk anak-anak pada usia rawan tindak 
pidana agar mereka tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang dapat membuat 
mereka terjerat kasus hukum.  
2. Implementasi Diversi Dalam Menyelesaikan kasus Tindak Pidana 
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kejaksaan Negeri 
Enrekang. 
 
Menurut Imran Adiguna DKK dalam Jurnalnya “Penerapan diversi 
Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan 
Pidana”9. Menyebutkan tentang kedudukan Kejaksaan sudah diatur dalam 
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia Sebagai berikut : 
1) Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebutkan 
kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan serta melaksankan kewenangan lain 
berdasarkan Undang-Undang; 
2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara 
merdeka; 
                                                          
8 Sinrang, S.H.,M.H. Jabatan kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Enrekang. 
9 Http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf. Di akses pada tanggal 20 
Desember 2017, pukul 14:30 wib. 
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3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah satu dan tidak 
terpisah-pisahkan. 
Memperhatikan ketentuan tersebut, berkerjanya subsistem kejaksaan 
dalam kaitannya dengan peradilan pidana tidak terlepas dari bahan-bahan 
(BAP dan alat bukti) yang disampaikan oleh subsistem kepolisian. Sebelum 
melakukan penuntutan ke pengadilan, penuntut umum sebagai organ dari 
substansi kejaksaan yang mendapat tugas menangani perkara pidana, terlebih 
dahulu melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara. 
Di dalam kewenangan tersebut, tidak ditemukan pengaturan 
kewenangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tindakan lain, baik 
sebagai fasilitator dalam suatu negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan 
korbannya, maupun sebagai mediator atas perkara tersebut. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imran Adiguna Dkk, bahwa 
problematika yang mereka temukan yaitu ada kesenjangan antara ketentuan 
yang sudah diatur dalam Pasal 7 Keputusan Bersama Tentang Penanganan 
ABH dengan kenyataan yang ada dilapangan, karena menurut mereka 
penanganan pada tahun 2011-2012 ABH ditingkat penuntutan tidak melalui 
proses pendekatan Restorative dalam hal ini Diversi, tetapi semua kasus anak 
diproses sesuai prosedur hukum formal.  
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Menanggapi hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan 
mewawancarai  Sinrang10 selaku jaksa yang pernah menangani kasus anak di 
Kejaksaan Negeri Enrekang. Hal serupa ternyata biasa terjadi di Kejaksaan 
Negeri Enrekang. 
 Beliau menjelaskan “jaksa dalam melakukan kebijakan harus sesuai 
dengan kebijakan  yang ada karena akan dilaporkan kepada pimpinan. Apabila 
telah disetujui oleh pimpinan, kemudian jaksa akan melanjutkan, memang ada 
prosedur yang menghambat karena semua harus dilakukan sesuai aturan yang 
berlaku”. 
Kemudian, menurut Widodo dalam jurnalnya “ Diversi dan Keadilan 
Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan 
Implikasinya”11. Problematika yang secara teoritik berkaitan dengan diversi 
yaitu antara asas atau kebijakan dikresi, diversi, dan keadilan restoratif ( 
Restorative Justice). Saut P.Panjaitan mengemukakan bahwa dikresi 
merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam 
pengertian wet matigheid van bestuur, jadi merupakan “kekecualian” dari asas 
legalitas. Menurut Muchsan, dasar pijakan dikresi ada 2 (dua) yaitu: Dasar 
Hukum/Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal; dan dasar kebijakan , 
yaitu menyangkut manfaat. 
Diversi adalah penyelesaian perkara pidana menggunakan jalur di luar 
hukum pidana. Sedangkan pengertian keadilan restoratif adalah ide keadilan 
yang didasarkan pada kesepakatan  antar-para pihak yang terkait dengan tindak 
                                                          
10 Wawancara dengan Sinrang, S.H.,M.H dilakukan pada tanggal 17 November 2017, Pukul 10:05 wita, 
Di kejaksaan Negeri Enrekang,  Jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan negeri Enrekang. 
11Http://download.portalgaruda.org/article.pdf. Di akses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 16:00 
wib. 
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pidana untuk mencari solusi untuk pemulihan keadaan sebagaimana belum 
terjadi tindak pidana dan bahkan menjadikan semua pihak lebih baik. 
Dengan demikian, dalam konteks bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir karena adanya asas dekresi yang dimiliki oleh 
pihak yang berwenang (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam rangka mencapai 
keadilan restoratif. Salah satu bentuk dekresi adalah memberikan kewenangan 
kepada Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Secara teoritis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi 
penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana 
penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan 
dalam waktu yang singkat. 
Urgensi pelaksanaan diversi pada perkara anak didasari pada pemikiran 
bahwa saat ini ada pergeseran filsafat pemidanaan dari awalnya yang bersifat 
restitutif (pembalasan) kemudian ditandingi menjadi teori tujuan prevensi 
(tujuan), kemudian muncul teori gabungan, dan akhirnya berkembang 
pemikiran keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan. 
Hal serupa yang ditemukan penulis dari hasil penelitian bahwa memang 
benar disetiap tingkatan harus dilakukan upaya penyelesaian perkara anak 
dalam hal ini diversi, dikarenakan diversi ini merupakan hal baru dalam 
penyelesaian perkara anak perlu diberikan pemahaman yang detail agar diversi 
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ini dapat terlaksana dengan baik, jaksa yang melakukan diversi ditingkat 
penuntutan diharapkan mampu memberi pemahaman tentang diversi seperti 
yang diuraikan oleh Widodo dalam jurnalnya tersebut.  
Sinrang mengatakan “diversi adalah satu-satunya jalan untuk 
melepaskan anak dari labeling yang akan melekat padanya, maka dari itu 
semampu mungkin jaksa selalu mengupayakan diversi ini menjadi jalan untuk 
anak terhindar dari itu”. 
Maka dari itu, beliau juga mengatakan dalam melakukan proses diversi 
itu ada SOP yang menjadi pegangan jaksa. Dan adapun dimana proses diversi 
dilakukan di Kejaksaan Negeri Enrekang adalah di kantor Kejaksaan itu sendiri 
yang dimana dari pihak Kejakssaan Negeri Enrekang telah menfasilitasi 
ruangan khusus untuk proses diversi. dan untuk kasus tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Enrekang selama beliau 
bertugas sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Enrekang hanya 2 (dua) kasus yang 
masuk dan hanya 1 (satu) diantaranya yang berhasil.  
SOP yang menjadi pegangan dalam menangani proses diversi yaitu: 
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 
12 (Dua Belas) Tahun. 
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pelaksanaa Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak. 
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. 
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Namun, pada tahap penuntutan sendiri sebenarnya Sinrang mengatakan 
sudah jelas bahwa SOP yang digunakan adalah Peraturan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, dan sudah dituangkan 
didalamnya secara jelas segala macam Prosedurnya, seperti dibawah ini: 
    BAB II 
   KEWAJIBAN DIVERSI 
1. Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi 
a. Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat penuntutan 
b. Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam tindak 
pidana yang dilakukan : 
1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan 
2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
2. Kriteria Anak yang wajib dilakukan Diversi 
a. Upaya Diversi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 
(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. 
b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), upaya Diversi 
wajib dilakukan meskipun Anak sudah atau pernah kawin. 
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BAB III 
PROSES PELAKSANAAN DIVERSI 
1. Penunjukan Penuntut Umum 
a. Surat perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti 
perkembangan Penyidikan Perkara Anak dan Surat Perintah 
Penunjukkan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian perkara Anak 
sedapat mungkin menunuuk 2 (dua) orang Penuntut Umum. 
b. Penuntut Umum yang ditunjuk untuk penyelesaian Perkara Anak sedapa 
mungkin sama dengan Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti 
perkembangan penyidikan. 
c. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan 
yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,  penuntutan terhadap Perkara 
Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan 
keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa 
Agung. 
2. Koordasi  
a. Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala 
Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan 
Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara 
Anak. 
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b. Selain untuk mengikuti perkembangan penyidikan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, Penuntut Umum juga Memantau perkembangan 
upaya Diversi pada tingkat Penyidikan dan berkoordasi demgan 
penyidik untuk mencegah terjadinya bolak balik perkara. 
3. Upaya Diversi 
a. Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang 
bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat 
Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara 
Anak. 
b. Penyelesaian Perkara Anak Sebagaimana dimaksud pada huruf a 
meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi 
mmaupun penyelesaian di dalam peradilan pidana. 
c. Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak serta 
barang bukti di RKA, kemudian melakukan penelitian terhadap 
kebenaran identitas Anak serta barang bukti dalam Perkara Anak dan 
mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan 
Penelitian Anak. 
d. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan 
dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. 
e. Hasil penelitian terhadap barang bukti dicatat  dalam Berita Acara 
Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, kemudian dibuat Label 
Barang Bukti dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti. 
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f. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung 
sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, 
Penuntut Umum wajib melakukan upaya Diversi dengan memanggil 
dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada 
Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau 
orang tua/wali. 
g. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban 
dan/atau orang tua/wali setuju untuk melakukan Diversi, Penuntut 
Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan 
mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi. 
h. Dalam hal Ank dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak korban 
dan/atau orang tua/wali menolak untuk melakukan Diversi, Penuntut 
Umum mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi, kemudian 
Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan 
pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara 
acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta 
Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. 
4. Musyawarah Diversi 
a. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
dimulainya Diversi yaitu tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum 
untuk melakukan Musyawarah Diversi dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
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1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, 
yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 
waktu pelaksanaan Musyarwarah Diversi, dengan membuat tanda 
terima sebagai bukti panggilan yang sah. 
2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu : 
a) Anak dan/atau orang tua/wali; 
b) Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali; 
c) Pembimbing kemasyarakatan; dan 
d) Pekerja Sosial Profesional. 
3) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/wali, 
pelaksanaan Musyawarah Diversi dapat melibatkan musyawarah 
yang terdiri atas: 
a) Tokoh Agama; 
b) Guru; 
c) Tokoh Masyarakat; 
d) Pendamping dan/atau 
e) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. 
4) Surat panggilan para pihak mencantumkan hari, tanggal serta tempat 
dilaksanakannya Musyawarah Diversi. 
b. Musyawarah Diversi dilaksanakan di RKA yang terdapat pada setiap 
satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam 
keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para 
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pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang 
Kejaksaan Negeri. 
c. Dalam hal orang tua/wali Anak tidak tidak diketahui keberadaannya 
atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan 
dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari 
orang tua/wali. 
d. Dalam hal orang tua/wali Anak Korban tidak diketahui keberadaannya 
atau berhalangan hadir, Musywarah Diversi tetap dilanjutkan dengan 
dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang 
tua/wali. 
e. Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan 
musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan 
oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial. 
f. Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuka dan 
dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan 
perkenalan para pihak. 
g. Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya 
Musyawarah Diversi, peran dari fasilitator, tata-tertib musyawarah 
untuk disepakati oleh para pihak dan penjelasan tentang waktu dan 
tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap 
Anak. 
h. Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian 
kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak. 
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i. Pekerja Sosial Profesional menjelaskan ringkasan laporan sosial 
terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi . 
j. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan 
terpisah (kaukus) dengan para pihak. 
k. Dalam hal Kesepakatan Diversi tanpa memerlukan persetujuan korban 
atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali, proses Diversi dilaksanakan 
melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntu Umum sebagai 
fasilitator dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan 
orang tua/walinya serta dapat melibatkan masyarakat. 
l. Fasilitator wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 
memberikan pendapat, saran, dan/atau tanggapan terhadap : 
1) Tindak pidana yang dipersangkakan kepada Anak; 
2) Hasil penelitian laporan kemasyarakatan; 
3) Hasil laporan sosial; dan/atau 
4) Bentuk dan cara penyelesaian perkara. 
m. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani 
oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dalam Musyawarah Diversi 
dan dilaporkan kepda Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang  
Kejaksaan Negeri. 
n. Dalam hal Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf k tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum 
melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan pelimpahan perkara 
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acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan 
singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
o. Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf n dengan 
melampirkan Berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian 
Kemasyarakatan. 
p. Selama proses Diversi dan proses pemeriksaan Perkara Anak yang 
memenuhi kriteria wajib Diversi, tidak dapat dilakukan penahanan 
terhadap Anak. 
5. Kesepakatan Diversi 
a. Dalam hal Musyawarah Diversi berhasil mencapai kesepakatan, 
fasilitator menyusun dan merumuskannya dalam Kesepakatan Diversi. 
b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban, Anak 
Korban dan/atau orang tua/wali kecuali untuk : 
1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran; 
2) Tindak pidana ringan; 
3) Tindak pidana tanpa korban; atau 
4) Nilai kerugian korban atau Anak Korban tidak lebih dari upah 
minimum provinsi setempat. 
c. Dalam penyusunan dan perumusan Kesepakatan Diversi, fasilitator 
memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan Diversi tidak 
memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyakatan 
setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat 
dilaksanakan atau itikad tidak baik. 
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d. Dalam hal terdapat barang bukti dalam perkara Anak, selain memuat 
kesepakatan mengenai bentuk dan cara penyelesaian perkara serta 
jangka waktu pelaksanaan kesepakatan, Kesepakatan Diversi juga harus 
memuat klausula mengenai status barang bukti. 
e. Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui 
oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan Kesepakatan 
Diversi kepada  Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan 
Negeri. 
f. Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri 
menyampaikan Kesepakatan Diversi serta Berita Acara Diversi kepada 
Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana, 
dalam jamgka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya 
Kesepakatan Diversi untuk dimintakan Penetapan. 
g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf 
f diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri paling lama 3(tiga) hari 
terhitung sejak tanggal ditetapkan. 
6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi 
a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima 
penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf g, Penuntut 
Umum memanggil dan meminta para pihak untuk melaksanakan 
Kesepakatan Diversi. 
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b. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu 
yang telah disepakati dalam Kesepakatan Diversi namun tidak boleh 
melebihi ketentuan sebagai berikut : 
1) Dalam hal Kesepakatan Diversi mensyarakat pembayaran ganti 
kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, Kesepakatan 
Diversi dlaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati 
dalam Musyawarah Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) 
bulan. 
2)  Dalam hal Kesepakatan Diversi mewajibkan dilaksanakannya 
kewajiban selain bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, Kesepakatan  Diversi dilaksanakan 
untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat 
diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulam. 
c. Dalam hal Anak tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak 
sepenuhnya hasil Kesepakatan  Diversi maka Penuntut Umum 
melimpahkan Perkara Anak ke pengadilan. 
d. Dalam hal Korban/Anak Korban tidak melaksanakan hasil kesepakatan, 
tidak membatalkan Kesepakatan Diversi. 
e. Pelimpahan Perkara Anak sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat 
dilakukan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau 
pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
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f. Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun 
perdata atas isi Kesepakatan Diversi. 
7. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi 
a. Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak 
sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala 
Cabang Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan 
pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
b. Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri 
memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. 
8. Penertiban Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan 
a. Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian 
Penuntutan : 
1) Dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari terhitung sejak tanggal 
diterimanya surat penetapan pengadilan, jika Kesepakatan Diversi 
berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan 
kembali Anak kepada orang tua/wali; 
2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 
tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika Kesepakatan 
Diversi selesai berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian 
pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; 
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3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 
tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika Kesepakatan 
Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan 
di lembaga pendiikan atau LPSK; atau 
4) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 
tanggal seluruh Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. 
b. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan 
penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
c. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dukirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta 
laporan proses Diversi dan Berita Acara Pemeriksaan dengan tembusan 
kepada Anak dan orang tua/wali, korban, Anak Korban, dan/atau orang 
tua/wali, Penyidik, Pembimbing, Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional. 
9. Registrasi Diversi 
a. Setiap tahapan proses Diversi dalam Perkara Anak dicatat dalam 
Register Perkara Anak dan dilaporkan secara periodik dan/atau 
insidentil kepada pimpinan. 
b. Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses 
pelaksanaan Diversi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa 
Agung ini. 
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BAB IV 
PENUTUP 
1. Pedoman pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan ini merupakan acuan 
bagi semua Penuntut Umum di seluruh Indonesia dalam melaksanakan proses 
Diversi pada tingkat penuntutan. 
2. Pedoman pelaksanaan diversi pad tingkat penuntutan ini juga menyertakan 
bentuk/model formulir administrasi perkara tindak pidana sebagaimana 
terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Jaksa Agung ini. 
Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana implementasi diversi yang 
dilakukan pada tingkat Kejaksaan, penulis melakukan wawancara kembali 
dengan Sinrang12 selaku jaksa yang pernah menangani kasus anak di Kejaksaan 
Negeri Enrekang. 
Dalam hal ini Sinrang menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan 
ketidakberhasilan  tersebut antara lain : 
a. Korban hanya merasa puas ketika melalui proses persidangan dan 
menganggap bahwa proses diversi itu bukan proses hukum dan menganggap 
bahwa persidanganlah proses hukum dan itu disebabkan oleh kurangnya 
pemahaman hukum masyarakat di kabupaten Enrekang. 
                                                          
12 Wawancara dengan Sinrang, S.H.,M.H dilakukan pada tanggal 20 November 2017, Pukul 11:00 wita, 
Di kejaksaan Negeri Enrekang,  Jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan negeri Enrekang. 
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b. Perasaan ego dari korban yang menganggap dirinya merasa malu terhadap 
kejadian yang telah menimpa dirinya dan keluarganya dan perasaan seperti 
itulah yang mendorong korban untuk melanjutkan hingga ke pengadilan. 
c. Di dalam diversi biasa ada pembicaraan tentang ganti rugi terhadap biaya 
kerugian dan pengobatan jika itu tindak pidana yang menyebabkan luka, dan 
pihak tersangka serta keluarganya menganggap bahwa biaya tersebut terlalu 
besar dan tidak mampu untuk menanggung, sementara tersangka merasa 
biaya ganti rugi yang seharusnya tersangka ganti tidak sebanyak yang 
diinginkan oleh korban. 
d. Pelaku yang sebetulnya sudah dianggap sebagai tersangka yang cukup 
dibuktikan dalam berkas perkara masih menganggap dirinya tidak bersalah, 
dan masih merasa tindakan yang dilakukannya benar kemudian enggan 
meminta maaf dari perbuatannya. 
e. Biasanya pelaku tindak pidana ada anak-anak dan ada yang dewasa jika itu 
tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, dan biasanya ada pihak dari 
tersangka juga yang tidak terima jika harus damai, padahal dalam proses 
hukum untuk anak-anak berbeda dengan dewasa dan hal itu yang tidak di 
pahami. 
f. Kurangnya pemahaman tentang tujuan dari diversi, biasanya pihak-pihak 
yang terkait mengganggap diversi ini adalah proses hukum yang harus dilalui 
ketika di Kejaksaan, memang betul ini adalah proses hukum tapi ini 
merupakan pengecualian untuk anak yang melakukan tindak pidana. 
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Jadi, dari faktor-faktor tersebut hanya beberapa saja kasus anak yang 
berhasil diversi di Kejaksaan Negeri Enrekang, meskipun demikian pada 
tingkat pengadilan nantinya masih tetap akan dilakukan diversi. 
Lalu, dalam proses melakukan diversi di Kejaksaan Negeri Enrekang, 
Sinrang13 mengatakan sangat penting dilakukan sebuah pemahaman agar 
diversi dapat menemui hasil damai, sehingga faktor ketidakberhasilan diatas 
dapat diminimalisir.  
Memberikan pemahaman terlebih dahulu terhadap para pihak yang 
terkait tentang apa sebenarnya diversi itu, karena seperti yang beliau sebutkan 
kurangnya pemahaman tentang diversi bisa jadi proses diversi tidak berhasil, 
beliau mengatakan pada dasarnya dikarenakan diversi ini merupakan barang 
baru, umumnya para pihak tidak mengerti apa sebetulnya itu diversi, jadi 
nanti pada saat proses diversi itu dilakukan baru diberikan pemahaman 
tentangnya. Karena pengalaman yang beliau selama ini bahwa merasa bahwa 
pahamnya para pihak yang terkait menganggap diversi itu bukan proses 
pidana (proses peradilan). Jadi, terkadang itu yang membuat ada pihak yang 
tidak ingin damai karena mereka tidak tau dan tidak mau tau diversi itu apa. 
Tapi sebagai jaksa beliau merasa wajib untuk memberikan pemahaman 
bahwa proses diversi pada tingkat penuntut umum itu mempunyai untung 
ruginya terhadap proses yang ada dan ini merupakan proses hukum juga. 
Untungnya bagi terdakwa adalah kasus tersebut tidak sampai pada tahap 
                                                          
13 Sinrang, S.H.,M.H. Jabatan kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Enrekang 
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persidangan yang akan berujung pada pidana pemenjaraan sehingga tidak ada 
labeling/penyebutan yang berkonotasi negatif di masyarakat bahwa anak ini 
adalah mantan narapidana, dan apabila yang bersangkutan  adalah anak 
sekolah masih besar peluang untuk melanjutkan sekolah. Akan tetapi, apabila 
proses diversi tidak berhasil damai maka kemungkinan besar sekolahnya akan 
terbengkalai atau malah putus sekolah. Di satu sisi terhadap korban 
keuntungannya adalah membuat ruang sosialnya untuk menjalin silaturahmi 
tetap terjaga karena biasanya ditingkat pidana yang terjadi adalah mereka 
yang masih satu kampung yang dimana notabennya jelas menjalani hidup 
rukun sebelumnya. Namun ketika proses tetap berlanjut ke proses pidana 
secara konvensional melalui proses persidangan maka kesempatan untuk 
berbaikan kembali dan menjalani kehidupan satu kampung seperti layaknya 
semula mungkin akan susah. Berbeda dengan proses diversi berhasil mereka 
bisa rukun kembali dan tidak menganggap bahwa proses itu merupakan 
sesuatu yang saling mempermalukan di depan persidangan. Jadi, disini beliau 
juga menegaskan bahwa jangan dianggap proses hukum itu hanya pada saat 
persidangan, tapi bisa juga diluar persidangan.  
Spesifik berbicara tentang tindak pidana penganiayaan, Sinrang14 
menjelaskan bahwa jaksa yang ditunjuk untuk mewakili diversi pada tingkat 
kejaksaan dianggap mampu berkomunikasi dengan baik, baik dengan 
korban dan keluarganya maupun tersangka dengan keluarganya. Beliau 
sebagai jaksa yang pernah ditunjuk mewakili penuntut umum untuk 
                                                          
14 Sinrang, S.H.,M.H. Jabatan kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Enrekang 
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melakukan diversi pada tindak pidana penganiayaan selalu menyampaikan 
kepada para pihak yang terkait bahwa tindak pidana penganiayaan dapat 
dikenakan sanksi seperti yang tertera jelas di KUHP, namun untuk 
menghindari anak terjera sanksi pidana itu makanya dilakukan diversi 
bukan hanya pada tingkat kepolisian, kejaksaan, tetapi pada tingkat 
pengadilan juga. Namun, jika proses diversi di tingkat kejaksanaan ini 
berhasil, maka kasus ini tidak akan sampai pada tahap pengadilan. Dan 
setelah diversi selesai dilakukan dan berhasil damai, maka anak yang 
tadinya melakukan tindak pidana penganiayaan akan diberi kesadaran lebih 
lagi agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. 
Menurut Ach. Alif Suhaimi dalam jurnalnya “Analisis Yuridis 
Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak 
Anak”15. Bahwa di Indonesia dalam sistem peradilan pidana ada empat 
komponen sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 
pemasyarakatan. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
penulis di Kejaksaan Negeri Enrekang belum ada pendampingan yang 
dilakukan seperti yang seharusnya, Sinrang mengatakan “untuk di 
Kejaksaan Negeri Enrekang belum ada pendampingan dari pihak lembaga 
pemasyarakatan yang mendampingi padahal itu merupakan kewajiban dari 
                                                          
15 Http://media.neliti.com/mediapublications/34527-ID-analisis-yuridis-ketentuan-diversi-dalam-undang-
undang-nomor-11-tahun-2012tentang.pdf. Di akses pada tanggal 20 Desember, pukul 20:30 wib. 
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lembaga tersebut mengawal dari awal hingga akhir sehingga anak nntinya 
mendapat dukungan yang baik.” 
Melanjutkan pembahasan tentang diversi dan berbicara tentang efektif 
tidaknya sebuah diversi dalam pengimplementasiannya, untuk di Kejaksaan 
Negeri Enrekang, Sinrang16 menganggap itu tergantung dengan situasinya. 
Kalau dikatakan efektif beliau sendiri selaku jaksa menganggap itu efektif 
dalam hal sebagai kepentingan korban dan pelaku. Akan tetapi, jika dilihat 
dari sisi sarana dan prasaranan maupun pihak-pihak yang terkait, ada 
beberapa kendala yang ditemui dilapangan, seperti di kabupaten Enrekang 
itu belum ada komukasi kepada pihak sosial, padahal kewajiban dari pihak 
sosial adalah mendampingi, akan tetapi belum berjalan dengan sebagaimana 
mestinya. Ini dikarenakan diversi merupakan barang baru, jadi 
kesusahannya yang dirasakan beliau yaitu faktor pendukung seperti itu. 
Tetapi sedapat mungkin beliau mengatakan proses diversi selain melibatkan 
para pihak, juga dalam hal ini Kejaksaan Negeri Enrekang turut melibatkan 
para pemerintah setempat seperti kepala desa, atau kepala lurah, ini 
dikarenakan kehadiran mereka juga justru akan membantu penuntut umum 
untuk mendamaikan, karena diversi sendiri berguna untuk menghindarkan 
anak dari labeling dan menjauhkan anak dari efek trauma yang dimana 
untuk masa depan anak itu tidak baik. 
                                                          
16 Sinrang, S.H.,M.H. Jabatan kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Enrekang. 
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Selanjutnya dalam jurnalnya, Ach. Alif Suhaimi juga menjelaskan 
meskipun proses diversi merupakan penyelesaian secara non formal, namun 
memiliki kaitannya yang erat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana 
anak yang merupakan bagian dari penerapan peradilan formal. Salah satu 
yang terlihat jelas adalah bahwa  setiap proses pemeriksaan sistem peradilan 
anak wajib mengupayakan diversi mengingat terkait perbedaan dan 
persamaan diversi yang ada pada Negara Indonesia dan Negara bagian 
Australia. 
Adapun menurut Rahmaeni Zebua dalam jurnalnya “Analisis Diversi 
Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”17. Bahwa proses penuntutan sama 
halnya dengan tahap penyidikan, setelah menerima berkas dari penyidik, 
penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana 
dimaksud dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi 
berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara 
diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan Negeri untuk 
dibuat penetapan dan apabila dalam hal diversi lagi gagal, penuntut umum 
wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke 
pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakat. 
                                                          
17 Http://download.portalgaruda.org/article.php?. Di akses pada tanggal 21 Desember 2017, pada pukul 
17:00 wib. 
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Hal serupa juga ditemukan oleh penulis dalam penelitian bahwa 
menurut Sinrang18 memang pada proses diversi ada dua kemungkinan yang 
akan terjadi, yaitu : 
1. Diversi berhasil, apabila diversi berhasil maka akan dimintai penetapan 
dari pengadilan setempat bahwa diversi berhasil dan kasus tidak akan 
dilanjutkan ke tingkat pengadilan. 
2. Diversi tidak berhasil, apabila diversi di tingkat Kejaksaan tidak berhasil 
maka berkas perkara dilanjutkan ke Pengadilan dan di Pengadilan akan 
dilakukan diversi lagi. 
Jadi, jika hasil kesepakatan diversi tersebut tersebut berhasil di tingkat 
Kejaksaaan maka akan dituangkan ke dalam berita acara diversi dan yang 
diminta ke Pengadilan itu adalah penetapan bahwa hasil diversi berhasil, 
karena menurut Sinrang terkadang ada yang keliru mengira bahwa itu 
adalah putusan bukan penetapan, jadi yang benar adalah penetapan dari 
pengadilan. 
Kemudian, pada wawancara terakhir yang dilakukan penulis dengan 
Sinrang19 mengenai mengapa harus ada diversi, beliau mengatakan bahwa 
memang sudah di atur tentang diversi dan ada kewajiban-kewajiban disetiap 
tingkatan untuk melakukan diversi, malah beliau menegaskan bahwa jika 
instansi terkait tidak melakukan diversi maka akan yang akan terjadi adalah 
                                                          
18 Sinrang, S.H.,M.H. Jabatan kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Enrekang 
19 Wawancara dengan Sinrang, S.H.,M.H dilakukan pada tanggal 20 November 2017, Pukul 
14:30 wita, Di kejaksaan Negeri Enrekang,  Jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri 
Enrekang. 
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hal tersebut akan ditarik menjadi pidana materil yang artinya instansi 
tersebut akan diancam pidana jika tidak melakukan. Ini artinya bahwa 
diversi itu merupakan suatu keharusan dengan batasan-batasan, seperti 
kejahatan yang diancam dengan pidana dibawah 7(tujuh) tahun baru akan 
dilakukan diversi, dan pidana diancam diatas 7 (tujuh) tahun tidak akan 
diversi meskipun disatu sisi didalam MA (Mahkamah Agung) ada yang 
mengatakan bahwa asalkan itu merupakan kasus anak maka boleh diversi, 
tetapi pegangan jaksa dalam hal ini, pidana diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat 
diversi, karena secara tersurat dijelaskan di Undang-Undang tentang diversi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oelah penulis, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan 
di Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut : 
1) Faktor Eksternal : 
a. Lingkungan 
b. Setia kawan 
2) Faktor Internal : 
a. Keluarga 
b. Ekonomi 
2. Pengimplementasian diversi di tingkat Kejaksaan Negeri Enrekang dalam 
menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sudah 
efektif, hanya saja kurangnya komunikasi dan pengawasan dari pihak lembaga 
sosial dalam mendampingi dan mengawal proses diversi yang dilakukan dari 
awal hingga akhir. 
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B. Implikasi Penelitian 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas, maka ada beberapa 
implikasi yang perlu diperhatikan, yaitu: 
1. Jaksa selaku penuntut umum yang menjadi fasilitator dalam proses diversi di 
tingkat kejaksaan untuk berusaha meminimalisir faktor-faktor 
ketidakberhasilan diversi dan lebih optimal dalam melakukan diversi. 
2. Kejaksaan maupun instansi lain yang juga melakukan diversi untuk 
membangun komunikasi dan relasi yang baik dengan pihak sosial khusus anak 
demi diversi agar berjalan secara optimal. 
3. Keluarga sebagai tempat anak-anak mendapatkan pendidikan awal agar lebih 
memperhatikan dan mengawasi segala hal yang dapat menjerumuskan anak 
melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap sesamanya. 
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